
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GVl},ERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/ fr~ /1I.02/HK/2015
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
 
PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden 
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012­
2025 dan Jangka Menengah Tanun 2012-2015, perlu 
dilakukan penyusunan dan pelaporan pelaksanaan Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi 
Lampung Tahun 2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, 
agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan 
terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu 
membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung 
Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan 
Gubernur Lampung; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

3.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
Di Daerah, sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 
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8.	 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tabun 2012; 

9.	 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegaban dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 
2012-2015; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tabun 2009 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telab diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 3 Tahun 2014; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tabun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerab Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2015; 

Memperhatikan	 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 356j7498jSJ tanggal 16 
Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan 
Pe1aporan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Aksi 
PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 
KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015. 

KESATU	 Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 
2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA	 Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai 
tugas pokok sebagai berikut: 
a.	 menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Pemerintab Provinsi Lampung Tahun 2015; 
b. me1akukan Sosialisasi tentang Penyusunan Rencana Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kepada Satuan Kerja 
Perangkat DaerahjUnit Kerja KabupatenjKota; 

c.	 me1akukan Monitoring Pe1aksanaan Rencana Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi kepada Satuan Kerja Perangkat 
DaerahjUnit Kerja KabupatenjKota; 

d. menyusun pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Provinsi Lampung Tahun 2015 secara Triwulanan; 

KETIGA	 Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam 
melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung. 
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KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

Biaya yang dike1uarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen 
Pe1aksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan pernantauan 
pencapaian target Rencana Aksi Pencegahan dan Pernberantasan 
Korupsi (RA-PPK), MDGs, Pangan Gizi serta PPDT. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggai 1 Januari 2015 
sarnpai dengan 31 Desernber 2015 dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan daiarn Keputusan 
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

PARAF KOORDINASI 
1 WAKiL GlJBfRNUr{ 

~2 SEKDA. PRDVINSI 

l ASS. BID. PEM, 
4 ASS. BID. EK BANG ". 
5 ASS. BID. KESRi, , 

I' ) 

I~ 

6 ASS. B!O. UMUM 
1 

B ktl. 1f>o\I" •.t0l 
9 
10 BlRO HUKUM 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggai fl -~ - 2015 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M.m~CARDO 
Tembusan: 
I. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rl /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional di Jakarta; 
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Jakarta; 
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
5, Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 
7, Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan. 
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LAMPlRAN:	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : Gj ;, jII.02jHKj2015 
TANGGAL : 2015 

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN
 
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 

TAHUN 2015
 

I. Ketua	 Sekretaris Daerah Provinsi Larnpung. 

II.	 Pelaksana Harian Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah 
Provinsi Lampung. 

III. Sekretaris Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung. 

IV.	 Anggota 1. Inspektur Provinsi Lampung. 

2.	 Kepala Badan Penanarnan Modal dan Perizinan 
Terpadu Daerah Provinsi Larnpung. 

3.	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Larnpung. 

4.	 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung, 

5.	 Kepala Biro Administrasi Pembangunan 
Sekretariat Daerah Provinsi Larnpung. 

6.	 Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa 
Provinsi Lampung, 

7.	 Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung. 

8.	 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Lampung. 

9.	 Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat Badan Penanarnan Modal dan Perizinan 
Terpadu Daerah Provinsi Lampung. 

10.	 Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) Biro Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung. 

11.	 Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

12.	 Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Lampung. 

13.	 Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Larnpung. 

14.	 Kepala Bidang Informasi Publik Dinas 
Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung. 

15.	 Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi LPSE 
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat 
Daerah Provinsi Larnpung. 
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16.	 Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum 
Badan Perericanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung. 

17.	 Kepala Sub Bidang Bahan Promosi Badan 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 
Daerah Provinsi Lampung. 

18.	 Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung. 

19.	 Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Biro 
Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

20.	 Kepala Sub Bidang Evaluasi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 

21.	 SYAIFUL RAHMAT, SE 
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung). 

22.	 REVARIO OKTANO, S.Si 
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung). 

23.	 HANIF ZIKRI 
(PTHL Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Lampung). 

GUBERNUR LAMPUNG, 

MoACARDO 
PARAF KOORDINASI· 

q.1 WAKIL GUBERNUR r. 
2 SEKDA. PROVINSI /11( 
3 ASS. BID. PEM. 
4 ~.ASS. BID. EK BANG 
5 ASS. BID. KESRA I 
e ASS. BID. UMUM 
7 ( ) 
S 1Kt>	 IWVtd.A ~ 
9 

Ie BIRO HJKU<I 


